
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan 
Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nornor 75, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 1822);  

b. bahwa berdasarkan pcrtirnbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Makassar tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

 
a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka 
perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 
2020. 

Menimbang: 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAH UN ANGGARAN 2020 

TENT ANG 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 89 TAHUN 2019 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

13. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3988); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pcngawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kincrja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Pcraturan Pcmcrintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokolcr dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114 Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia) Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Pcraturan Pemerinlah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

30. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilanb Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) 

34. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Pcnyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

35. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pernerintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah Dacrah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 
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46. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57); 

47. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pernerintah Kota Makassar (Berita Daerah 
Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 28) sebagaimana telah 
diubah terakhir dcngan Peraturan Walikota Makassar Nomor 
75 Tahun 2019 tcntang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 ten tang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Serita Daerah Kota 
Makassar Tahun 2019 Nomor 77). 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

37. Peraturan Daerah Kola Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4); 

38. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 20 l 1 Nomor 12); 

39. Peraturan Daerah Kola Makassar Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2011 Nomor 13); 

40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Perizinan Tertcntu (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 201 1 Nomor 12) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Oaerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 1}; 

41. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Makassar Tahun 2014-2019, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Kota Makassar Nomor 5); 

42. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Makassar): 

43. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 ten tang 
Pajak Daerah (Lembaran Dacrah Kota Makassar Tahun 2018 
Nomor 2); 

44. Peraturan Daerah Kola Makassar Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 9}; 

45. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Pemerintah Kota 
Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 
29); 



Rp. 80. 000.000.000,00 

Rp. 1.000.000.000,00 (+) 

Rp. 79.000.000.000,00 

Rp. 1.666.221.965.414,00 

Rp. 843.386.321.537 ,00 (+) 

Rp. 2. 567.927.424.000,00 
Rp. 4.217.870.000.000,00 

58.319.137.049,00 Rp. 
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3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Jumlah Pembiayaan Neto 

b. Belanja Langsung 
Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja Daerah [a+b] 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1. 649. 942.576.000,00 

Ro. 30.000.000.000,00 (+) 

1.215.892.000,00 Rp. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan 
Partai Politik 

Belanja Tidak Terduga 

Belanja Bantuan Sosial Rp. 

Belanja bagi hasil kepada Rp. 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 

Rp. 1.432.728.094.000,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 185.998.590.000,00 

2. Belanja Daerah : 
a. Belanja Tidak Langsung 

Belanja Pegawai 

Belanja Bunga 

Belanja Subsidi 

Belanja Hibah 

Jumlah Pendapatan Rp. 4.138.870.000.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ;;.._R~P-· __ 5;;_.3 __ 7-'._0""""l-'3"'-'._..7--'0'-'6;...;.._.._00.._0~, O_O~( +_.) 

Rp. 1. 852. 453. 378.000,00 

Rp. 1. 749. 402. 916.000,00 

b. Dana Perimbangan 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah 
Rp4.218.870.000.000,00, dengan rincian scbagai berikut: 

1. Pendapatan : 
a. Pendapatan Asli Daerah 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2020. 

MEMUTUSKAN : 
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BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAH UN 20 I g NOMOR 91 

M.ANSAR 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 30 Desember 2019 

Ditctapkan di Makassar 
pad a langgal 30 Dcscmbcr 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcrncr intah kan pcngundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Bcrita Dacrah Kota Makassar. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 

Pa sal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran scbagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikola ini. 

Pasal 2 

TTD

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB


